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Abstract: Based on the 1945 Constitution, all the Indonesian people deserve a decent 
education, as the government officials elected by the people charged to establish and conduct 
national education system. To carry out what is the mandate of the 1945 Constitution, the 
government is allowing the public to provide education through educational institutions 
run by government agencies or managed by private but still remain in government 
coordination .
Consequences of the Government Regulation No. 55 of 2007 is required for parties 
of religious non-formal education have when students in excess of 15 people to report/ 
register with the Ministry of Religious district or city . This step is performed in order 
to obtain recognition of a more "formal" in the non-formal education institutions 
have registered as non-formal religious educational institutions . The results of this step 
is to obtain a diploma equivalence recognition of religious non-formal educational 
institutions after graduation test competence of accredited educational unit was 
designated by the Ministry of Religious Affairs.
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PENDAHULUAN 
Berdasarkan amanat UUD 1945 (Pasal 31), setiap rakyat Indonesia berhak 
mendapatkan pendidikan yang layak, pemerintah selaku pejabat yang dipilih 
oleh rakyat dibebankan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem 
pendidikan Nasional. Guna menjalankan apa yang menjadi amanat UUD 
1945, maka pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 
menye lenggarakan pendidikan melalui lembaga pendidikan baik lembaga yang 
dikelola oleh pemerintah atau dikelola oleh swasta (yayasan) namun masih tetap 
berada dalam kordinasi pemerintah.
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Menurut Ali Anwar (2010 : 35) Secara yuridis, politik pendidikan di 
In do nesia dituangkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan. Sampai 
kini telah diterbitkan 3 (tiga) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, 
yaitu Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 
1950 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 yang diterbitkan pada masa 
Orde Lama, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 
1989 pada masa Orde Baru, dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 
Nomor 20 Tahun 2003 pada masa Reformasi. Pesantren sebagai cikal bakal 
lemba ga pendidikan yang asli Indonesia baru mendapat pengkuan secara yuridis 
pada tahun 2003 melalui Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 
20 Tahun 2003. Sementara madrasah akhirnya diakui menjadi subsistem dari 
sistem pendidikan nasional setelah secara perlahan dan pasti mengurangi dan 
memarjinalkan pelajaran ilmu-ilmu agama. 
Dalam konteks ke indonesiaan, rakyat tidak harus bingung untuk mencari 
pendidikan, di negeri ini lembaga pendidikan sangat banyak dan beragam, bagi 
yang beragama Islam, mereka bisa memilih lembaga pendidikan seperti, pondok 
pesantren dan juga madrasah, dan juga ada sekolah umum. Ketiga lembaga ini 
sama-sama mempunyai peran untuk memberikan ilmu dan memberdayakan 
masyarakat. Warga diberikan kebebasan untuk memilih lembaga pendidikan 
yang ada. Memilih sesuai dengan minat dan keinginannya. Bagi orang yang 
hendak menguasai pendidikan umum mereka bisa memilih jalur pendidikan 
umum, bagi mereka yang hendak mendalami dan menguasai pendidikan 
agama, mereka bisa memilih lembaga pendidikan pesantren, dan bagi yang 
ber keinginan ingin mengerti dan memahami kedua-duanya (agama dan umum) 
bisa mengambil jalur madrasah.
Menurut Nurcholish Madjid1 pesantren atau pondok adalah lembaga 
yang dapat dikatakan merupakan wujud proses wajar perkembangan sistem 
pen didikan nasional. Dari segi historis, pesantren tidak hanya identik dengan 
mak na keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian (indigenous). Sebab, 
lembaga yang serupa pesantren ini sebenarnya sudah ada sejak pada masa keku-
asaan Hindu-Budha. Sehingga Islam tinggal meneruskan dan mengislamkan 
lembaga pendidikan yang sudah ada. Tentunya ini tidak berarti mengecilkan 
peranan Islam dalam memelopori pendidikan di Indonesia.
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Sedangkan madrasah menurut Maksum,2 tidak diketahui pasti sejak ka pan 
madrasah sebagai istilah/sebutan untuk satu jenis pendidikan Islam diguna kan 
di Indonesia. Namun demikian, madrasah sebagai satu sistem pendidikan 
Islam ternama dan mengajarkan sekaligus ilmu-ilmu keagamaan dan non 
ke agamaan sudah tampak sejak awal abad 20. Meskipun sebagian di antara 
lem baga-lembaga pendidikan itu menggunakan istilah school (sekolah), tetapi 
dilihat dari sistem pendidikannya yang terpadu, lembaga pendidikan seperti 
itu biasa dikategorikan dalam bentuk madrasah.
Mengembangkan alur pikir pada uraian di atas, selanjutnya dirumuskan 
dalam beberapa masalah berikut: 1) Bagaimana kebijakan pemerintah terha dap 
pendidikan Islam di Indonesia? 2) bagaimana regulasi yang dilakukan peme-
rintah terhadap pendidikan Islam?
PEMBAHASAN
kebijakan Pengelolaan Pendidikan islam
Menurut H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, dalam bukunya Marwan 
Sari djo3 dalam konteks pendidikan terdapat dua model kebijakan: pertama, 
kebijakan pendidikan; dan kedua, kebijakan publik. Kebijakan pendidikan 
sebagai kebijakan publik atau kebijakan pendidikan merupakan bagian dari 
kebijakan publik. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh negara 
yang berkenaan dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kebijakan 
publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan 
publik.
Kebijakan pemerintah menyelenggarakan pembaruan sistem pemerin-
tahan yang awalnya sentralistik menjadi desentralistik merupakan dampak dari 
tuntutan reformasi total termasuk dalam bidang pendidikan. Salah satu dampak 
dari reformasi pendidikan adalah lahirnya Undang-undang RI Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang meliputi demokratisasi 
pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, penghapusan diskriminasi, serta 
perbaikan manajemen sistem pendidikan.
Selain itu, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
juga menuntut adanya pembaruan sistem pendidikan, agar sesuai dengan 
tun tutan global. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan strategi dengan 
mem berdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam 
penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
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Masyarakat Islam sebagai kompenen bangsa, telah lama berpartisipasi dalam 
mewujudkan harapan dari undang-undang tersebut. Hal ini dapat dibuktikan 
dari sejarah munculnya madrasah di Indonesia, yang lebih didorong oleh ke-
butuhan dan prakarsa masyarakat Islam sendiri. Madrasah merupakan institusi 
pendidikan yang tumbuh dan berkembang dari dan oleh masyarakat. Dengan 
demikian, secara substansial, madrasah telah otonom. Berangkat dari kenyata an 
ini, maka pada dasarnya madrasah telah menerapkan model manajemen 
ber ba sis sekolah dan masyarakat. 
Sejak diterbitkannya Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, madrasah secara institusional telah diakui sebagai 
bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi perwujudan makna pengakuan 
itu belum sesuai dengan jiwa undang-undang tersebut. Hal ini masih dirasakan 
hingga saat ini, misalnya dalam hal alokasi anggaran untuk pembinaan dan 
pengembangan mutu madrasah yang jumlahnya sangat sedikit. Kenyataan ini 
membuat masyarakat Islam kecewa yang sejak lama telah memberi kontribusi 
terhadap pendidikan di negeri ini.
Terkait dengan masalah tersebut, sebenarnya Undang-undang RI No-
mor 20 Tahun 20034 tentang Sistem Pendidikan Nasional membawa angin 
segar bagi pendidikan keagamaan, termasuk madrasah. Sebab, sebagaimana 
di tegaskan dalam Pasal 4 ayat (1), bahwa pendidikan diselenggarakan secara 
demokratis dan tidak diskriminatif.
Di sisi lain, terjadi dilema dalam pengelolaan pendidikan keagamaan. 
Meskipun secara substansial masuk dalam bagian sistem pendidikan nasional, 
tetapi pengelolaannya tetap ditangani oleh Kementerian Agama yang tidak 
didesentralisasikan. Hal tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran bagi umat 
Islam karena pemerintah daerah menganggap pendidikan keagamaan menjadi 
tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Agama. 
Jika demikian, pengalaman pahit yang begitu panjang sejak Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di 
Sekolah sampai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional akan tetap dirasakan oleh masyarakat Islam.
Memperhatikan realitas yang dihadapi pendidikan Islam tersebut, tam-
paknya masih tetap terjadi diskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan 
antara pendidikan umum dengan pendidikan keagamaan (Islam). Di satu sisi 
otonomi daerah telah diberlakukan, tetapi di sisi lain pendidikan Islam masih 
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sentralistik dan tertinggal jauh dalam banyak hal, sehingga terdapat kesenjangan 
antara kebijakan pemerintah dengan penyelenggaraan pendidikan Islam.
Merespon itikad baik pemerintah dalam usahanya untuk menghilang kan 
diskriminasi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan 
Nasional Nomor 20 Tahun 2003, merupakan tantangan bagi pendidikan 
Islam agar citra yang selama ini melekat; sekolah nomor dua, sebagian besar 
te naga kependidikannya mismatch, underqualified, dan citra buruk lainnya, 
ber upaya memperbaiki citra dengan meningkatkan kualitas, terutama tenaga 
pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, pengelolaan, 
dan pembiayaannya, minimal memenuhi standar nasional. Kelima kompenen 
ini lah menurut pasal 35 ayat (2) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 
Nomor 20 Tahun 2003 dijadikan acuan standar nasional pendidikan.
Mewujudkan hal tersebut merupakan tugas berat bagi pendidikan 
Islam yang mendapatkan dana terlalu sedikit dari pemerintah. Bahkan, bagi 
pendi dikan umum yang ada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional pun 
me ng alami kesulitan, karena adanya disparitas kemampuan daerah untuk 
mem biayai pendidikan, apalagi dengan pendidikan Islam, misalnya madrasah 
yang didanai sangat minim.
Soedijarto5 dengan disparitas kemampuan masing-masing daerah, peme-
rintah pusat harus memiliki peta yang jelas dan mengupayakan subsidi yang 
bervariasi untuk daerah yang berbeda kemampuannya. Jika tidak, otonomi akan 
memperparah disparitas mutu pelayanan pendidikan antar daerah. Meskipun 
pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggungjawab mengelola pendidi kan 
dasar dan menengah demi meratanya mutu pendidikan, pemerintah pusat 
ha rus tetap berupaya agar memberikan dana sekurang-kurangnya 20 % dari 
APBN. 
Penegasan pemerintah yang dituangkan dalam undang-undang meru-
pakan tantangan bagi masyarakat Islam, agar dalam mengelola pendidikan 
memiliki landasan falsafah, visi, dan konsep yang matang serta dapat dipertang-
gungjawabkan, sehingga program yang dijalankan bukan sekadar berjalan apa 
adanya saja.
Mengingat semua penyelenggaraan pendidikan harus mengacu pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pen didikan, maka dalam menyelenggarakan pendidikan, dituntut memenuhi 
mu tu minimal yang ada dalam Standar Nasional Pendidikan tersebut. Selain 
itu, diperlukan pula strategi-strategi dalam pelaksanaannya sehingga penye-
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lenggaraan pendidikan dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan 
ber ba gai pihak secara aktif.
Untuk penyelenggaraan pendidikan Islam, pemerintah telah menerbitkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 
Pendidikan Keagamaan. Peraturan Pemerintah tersebut secara implisit men-
gatur cara penyelenggaraan pendidikan Islam dan keagamaan lainnya. Dalam 
pasal 14 ayat (4) disebutkan ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan 
satuan pendidikan keagamaan dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan 
mencakup: isi pendidikan/kurikulum, jumlah dan kualifikasi pendidikan 
dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sumber pembiayaan, sistem 
evaluasi, serta manajemen dan proses pembelajaran. Kemudian pada pasal 18 
(tentang kurikulum) dan pasal 19 (tentang ujian nasional pendidikan diniyah 
dasar dan menengah), pemerintah memberi kewenangan kepada Menteri 
Agama untuk membuat peraturan lebih lanjut dengan tetap berpedoman pada 
Standar Nasional Pendidikan. Demikian pula pada ayat (5) pasal 13, disebutkan 
bahwa untuk pengaturan selanjutnya akan diatur melalui Peraturan Menteri 
Agama dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan. 
Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 jelas berimplikasi 
terhadap perubahan pada sisi manajerial satuan pendidikan keagamaan, tidak 
terkecuali satuan pendidikan keagamaan Islam, sehingga perlu bagi Kemente-
rian Agama untuk membuat kebijakan yang diawali dengan melakukan analisis 
SWOT-nya terlebih dahulu. Apa yang diperlukan dan menjadi prioritas untuk 
menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut. Hal ini perlu, mengingat 
ketertinggalan yang dialami satuan pendidikan keagamaan Islam selama ini.
Marwan Saridjo6 Khusus pada lembaga pesantren, ketertinggalan yang 
dialami selama ini diakui tidak terlepas dari marginalisasi yang dilakukan oleh 
pemerintah terhadap pesantren, bahkan sejak zaman penjajahan. Kalaupun ada 
pondok pesantren atau madrasah yang berkesempatan mendapat subsidi/ban-
tuan umumnya merupakan pesantren dan madrasah milik organisasi-organisasi 
Islam besar yang memiliki akses kepada pejabat di pusat dan daerah. Sebagai 
alasan pokok pemerintah (Kementerian Agama), untuk tidak memberikan 
subsidi dan bantuan yang signifikan kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam 
swasta karena: 1) platfon anggaran Kementerian Agama yang terbatas (kecil); 2) 
perhatian pihak Kementerian Agama hingga akhir tahun 60-an hanya terpusat 
pada penyelenggaraan pendidikan (sekolah dinas) yang menyiapkan calon 
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te naga guru pendidikan agama dan tenaga teknis/administrasi Kementerian 
Agama.
Muhaimin7 berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas, 
Kementerian Agama telah menjalin kerjasama dengan ADB Loan berupa 
BEP (Basic Education Project) untuk MI dan MTs, dan DMAP (Development 
Mad rasah Aliyah Project). Kerjasama ini sangat direspons positif, meskipun 
baru diprioritaskan untuk madrasah negeri. Namun demikian, hasil kerja sama 
tersebut cukup menggembirakan. Bahkan menurut Muhaimin, hasil tersebut 
memenuhi tiga tuntutan minimal dalam peningkatan kualitas madrasah, yaitu: 
pertama, bagaimana menjadikan madrasah sebagai wahana pembinaan ruh atau 
praktik hidup keislaman; kedua, bagaimana madrasah tidak termarginalkan oleh 
sekolah umum; ketiga, bagaimana madrasah mampu merespons tuntutan masa 
depan guna mengantisipasi perkembangan iptek dan era globalisasi.
Pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, 
berupa pelatihan manajemen, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan 
kependidikan, pengembangan kurikulum, mestinya dilakukan secara rutin dan 
terus dikembangkan. Pendekatan dengan Total Quality Management (TQM) 
dan Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia (MMSDM) sudah saatnya 
di gunakan dalam peningkatan kualitas satuan pendidikan keagamaan Islam. 
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan 
dan Pemerintah Daerah dalam pengadaan nara sumbernya, sehingga sampai 
pada pengembangan quality education vis-a-vis sistem pendidikan umum. 
Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, satuan pendidikan ke-
agamaan Islam optimis bisa bersaing dan mampu menghadapi tantangan baik 
nasional maupun global, tanpa harus kehilangan ciri khasnya, sebagaimana 
dikhawatirkan sebagian kalangan.
Riant Nugroho8 mengenai bidang sarana dan prasarana yang belum me-
madai, pendekatan efisiensi bisa dijadikan alternatif. Pendekatan ini digunakan 
untuk mengantisipasi keterbatasan dalam anggaran. Prinsip ini dikenal sebagai 
prinsip dasar dalam manajemen ketika terjadi keterbatasan dalam sumber 
daya. Efisiensi menurut Drucker adalah the extent to wich the result produced 
was produced at least cost. 
Prinsip tersebut juga sejajar dengan prinsip yang dinyatakan dalam Un-
dang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 ayat 
(1), bahwa “pengelolaan dana pendidikan dengan prinsip keadilan, efisiensi, 
transparansi, dan akuntabilitas”. Fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang 
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ini, hampir di setiap desa didirikan lembaga pendidikan Islam, terutama MTs. 
dengan pendekatan efisiensi, mestinya tidak perlu dilakukan. Akan lebih efektif 
apabila MTs-MTs yang berjarak tidak terlalu jauh digabungkan saja, sehingga 
dana yang digunakan untuk operasional pendirian MTs, dapat dimanfaatkan 
untuk peningkatan kualitas. Secara keilmuan, penggabungan ini didukung oleh 
pemikiran Herbert Simon yang mengemukakan bahwa alasan penyelenggaraan 
desentralisasi mengacu kepada dua alasan dan tujuan, yaitu efficiency and 
adequacy Artinya, untuk pencapaian kinerja, tidak selalu diselesaikan dengan 
pemekaran atau pembentukan lembaga, karena konsekuensi logisnya adalah 
peningkatan biaya kelembagaan.
Regulasi dan Kebijakan tentang Pendidikan Keagamaan Berdasarkan 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 
55 Tahun 2007
Menurut Haidar Putra Daulay9 Ada beberapa pasal dalam Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyinggung tentang pendidikan 
Islam. Di dalam aturan tersebut setidaknya ada tiga hal yang terkait dengan 
pendidikan Islam: Pertama, kelembagaan formal, nonformal, dan informal 
didudukkannya lembaga madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan 
formal yang diakui keberadaannya setara dengan lembaga pendidikan sekolah, 
dan dipertegas pula tentang kedudukannya sebagai sekolah yang berciri khas 
agama Islam. Selanjutnya diakui majelis taklim sebagai pendidikan nonformal 
dan masuknya Raudhatul Athfal sebagai lembaga pendidikan anak usia dini, 
dan dipertegas pula tentang pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan. 
Kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran, dikukuhkannya mata pelajaran 
agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta 
didik di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Ketiga, pendidikan Islam 
sebagai nilai, terdapat seperangkat nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan 
nasional.
Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 
2003 dinyatakan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang 
terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 
me nengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pen-
didikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur 
dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan 
lingkungan.
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Keberadaan lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga formal dinyata-
kan dalam pasal 17 bahwa pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) 
dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk 
lain yang sederajat. Mengenai pendidikan menengah dinyatakan dalam pasal 
18 bahwa Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), 
Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah 
Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan dalam pasal 
20 dinyatakan bahwa pendidikan tinggi dapat berbentuk Akademi, Politeknik, 
Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas.
Selanjutnya, dalam pasal 26 dinyatakan bahwa pendidikan nonformal 
diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan 
yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan 
formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Satuan pen-
didikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok 
belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. 
Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program 
pen didikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga 
yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada 
standar nasional pendidikan.
Dalam pasal 27 dinyatakan bahwa kegiatan pendidikan informal yang 
dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara 
mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal 
dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional 
pendidikan.
Mengenai pendidikan keagamaan, dalam pasal 30 dinyatakan bahwa 
pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok 
masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi 
anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran 
aga manya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan dapat 
diselenggarakan jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
Pendidikan keagamaan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2003 dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 55 Tahun 2007. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 
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Tahun 2007 dinyatakan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang 
memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampi-
lan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan 
sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, 
dan jenis pendidikan. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mem-
persiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut 
penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu 
agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
Selanjutnya dalam pasal 4 dinyatakan bahwa pendidikan agama pada 
pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya 
diselenggarakan dalam bentuk matapelajaran atau kuliah agama. Dalam 
pasal 9 dinyatakan bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur 
pendidikan formal, nonformal, dan informal.
Dalam pasal 11 ayat (2) dinyatakan bahwa hasil pendidikan keagamaan 
nonformal dan/atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan 
formal keagamaan/umum/kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan 
oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/
atau pemerintah daerah. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 
2007 menyatakan bahwa pendidikan keagamaan jalur nonformal yang tidak 
berbentuk satuan pendidikan yang memiliki peserta didik 15 orang atau lebih 
merupakan program pendidikan yang wajib mendaftarkan diri kepada Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 
Dalam pasal 14 dinyatakan bahwa pendidikan keagamaan Islam berbentuk 
pendidikan diniyah dan pesantren. Pendidikan diniyah diselenggarakan pada 
jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan diniyah formal menyeleng-
garakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada 
jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan 
pendidikan tinggi.
Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian 
kitab, majelis taklim, pendidikan Alquran, diniyah taklimiyah atau bentuk 
lain yang sejenis. Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi 
satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Kementerian Agama 
Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian 
satuan pendidikan.
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Pasal 22 menyatakan bahwa pengajian kitab diselenggarakan dalam rang ka 
mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam. Pengajian 
kitab dilaksanakan di pondok pesantren, masjid, mushalla atau tempat lain 
yang memenuhi syarat. Begitu juga majelis taklim dapat dilaksanakan di masjid, 
mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.
Pasal 24 menyatakan bahwa pendidikan Alquran terdiri dari Taman 
Kanak-Kanak Alquran (TKQ), Taman Pendidikan Alquran (TPQ), Ta’limul 
Qur’an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis. Kurikulum pendidikan 
Alquran adalah membaca, menulis, dan menghafal ayat-ayat Alquran, tajwid, 
serta menghafal doa-doa utama. Pendidik pada pendidikan Alquran minimal 
lulusan pendidikan diniyah menengah atas atau yang sederajat, dapat membaca 
Alquran dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Alquran.
Pasal 26 menyatakan bahwa pesantren menyelenggarakan pendidikan 
diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang 
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan 
tinggi. Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di 
bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi 
pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan 
jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Haidar Putra Daulay10 dalam Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2003 dijelaskan tentang pendidikan nonformal, pasal 26: satuan pen-
didikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok 
belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan 
pendidikan sejenis. Dengan demikian, pendidikan Islam itu bisa dilaksanakan 
dalam bentuk lembaga kursus, misalnya kursus membaca dan menafsirkan 
Alquran, bisa dalam bentuk pelatihan, misalnya pesantren kilat, bisa dalam 
bentuk kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat serta yang 
banyak tersebar di masyarakat adalah dalam bentuk majelis taklim.
Terkait dengan pendidikan nonformal, di beberapa daerah provinsi atau 
kabupaten di Indonesia menyikapi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 
2007 dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda). Perda yang dikeluarkan 
memperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007. Salah satu fokus 
kebijakan Perda tersebut adalah kewajiban bagi anak mengikuti pendidikan 
Madrasah Diniyah Taklimiyah Awwaliyah (MDTA). Bahkan ada daerah yang 
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mengeluarkan Peraturan Daerah sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah 
Nomor 55 Tahun 2007. 
PENUtUP
Pendidikan Islam merupakan upaya sadar, terstruktur, terprogram, 
dan sistematis yang bertujuan untuk membentuk manusia yang berkarakter 
(khas) Islami. Sistem pendidikan yang ada harus memadukan seluruh unsur 
pembentuk sistem pendidikan yang unggul, hal yang harus menjadi perhatian, 
yaitu: sinergi antara sekolah, masyarakat, dan keluarga, serta kurikulum yang 
terstruktur dan terprogram mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak hingga 
Perguruan Tinggi dan berorientasi pada pembentukan peradaban Islam.
Sistem pendidikan Islam juga sekaligus merupakan subsistem yang 
tak terlepas dari pengaruh subsistem yang lain dalam penyelenggaraannya. 
Sistem ekonomi, politik, sosial-budaya, dan idoelogi akan sangat menentukan 
keberhasilan penyelenggaran sistem pendidikan yang berbasiskan akidah dan 
syariah Islam.
Dengan demikian maka pengaruh berbagai sistem lainnya terhadap 
keberhasilan penyelenggaran sistem pendidikan Islam memiliki keterkaitan 
yang erat. Sedangkan Boundary (sistem yang menaungi semua sistem) ter-
hadap berbagai sistem tersebut adalah sistem pemerintahan/negara. Meski 
disadari betapa pentingnya posisi pendidikan Islam dalam konteks pendidikan 
nasional. Namun, harus pula diakui hingga saat ini posisi pendidikan Islam 
belum beranjak dari sekadar sebuah subsistem dari sistem besar pendidikan 
nasional
Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 ten-
tang Sistem Pendidikan Nasional, oleh banyak kalangan dianggap sebagai 
titik awal kebangkitan pendidikan nasional, termasuk pendidikan Islam di 
dalamnya, karena secara eksplisit Undang-undang tersebut menyebut peran 
dan kedudukan pendidikan agama (Islam), baik sebagai proses maupun sebagai 
lembaga.
Selanjutnya, saat ini melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 diatur pelaksanaan pendidikan 
keagamaan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan keagamaan (diniyah) 
dapat diselenggarakan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan 
dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Kemudian, pendidikan 
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diniyah nonformal dapat diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, 
majelis taklim, pendidikan Alquran, diniyah taklimiyah, atau bentuk lain yang 
sejenis. Pendidikan diniyah informal dapat diselenggarakan dalam keluarga 
dan lingkungan. Baik pendidikan diniyah formal, nonformal dan informal, 
se muanya itu merupakan kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah untuk 
membuka akses yang seluas-luasnya dalam mempelajari agama.
Terdapat kebijakan baru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 ta hun 
2007 dibandingkan dengan kebijakan yang pernah terjadi pada masa pendi-
dikan Islam pada masa lalu. Kebijakan baru tersebut adalah adanya pengakuan 
kesetaraan atau sederajat hasil pendidikan keagamaan nonformal dan/atau 
informal dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah 
lulus ujian yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah 
(Pasal 11 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007).
Konsekuensi dari kebijakan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 adalah diwajibkan bagi 
pihak yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan nonformal bilamana 
telah memiliki jamaah (bagi majelis taklim) atau siswa (bagi madrasah dini-
yah taklimiyah) yang jumlahnya melebihi dari 15 orang untuk melapor/
mendaf tar ke Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Langkah ini dila-
ku kan guna mendapatkan pengakuan yang lebih “formal” pada lembaga 
pendi dikan nonformal karena sudah mendaftarkan lembaga pendidikan 
ke aga ma an nonformal. Hasil dari langkah ini adalah diperolehnya pengakuan 
kesetaraan ijazah lembaga pendidikan keagamaan nonformal setelah lulus uji 
kompetensi dari satuan pendidikan yang sudah terakreditasi yang ditunjuk 
oleh Kementerian Agama. [ ]
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